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M%WAS?ADA% AKSE :KEK&RASAN DALAM UNJUK RAS,@

kami ur_%tuk bei'tindak sebagai. salah
satu pembicara, sehingga diharapkan
nan*{_iny_a_ terwujud satu kesamiaan
persepsi dalam mengamankan Pernilu

dan Sidang. Umum MPR. pada era
BEKERJASAMA DENGAN reformasi, -

KOPERTIS WILAYAH Il DAN
BM-PTS WILAYAH 111 JAKARTA materi sentral yang ditetapkan unguk
DI J AKARTA 4 MARE? 1333 dibahas, kami menyusun 4 {empat)

. Peserta Dialogdanl”envelenggara pokok bahasan sebagai berikut: -
sekahan vang saya hormah '

Dari tOpIk yang dlberikan dan

1. *Aksi kekerasan dalam unjuk rasa
cAssalamufalaikum 7 pada umumhya, dan khususnya
Warakhmatuliahi Wabarakatuh. mahasiswa Jakarta.

- Paji syukur’ kita: pan}atkan 2° Reaktuahsasa kedudukan, fungsz
ixehadlraf: Allah’ . dan peran Polri
SWT, Catas ‘ serta kesiapan Polri
I'i'm-pa_h'a'n menghadapi
rakhmat  dan gejolak di
karunialNya, kita ‘masyarakat dalam

sekalian dapat rangka Kamdagri.
berkumpul dalam 3 "oV Lan
ruangan ini :

dalam rangka

mengikati dialog |

“harapan mahasiswa

sebagai penggerak
dan kekuatan pro

interaktif dengan

topik mewaspadai-aksi kekerasan
dalam unjuk rasa mahasiswa Jakarta
menjelang Pemilu dan Sidang Umum
MPR tahun 1999 mendatang.

‘Pada kesempatan ini kami

ucapkan terima kasih atas prakarsa ini,
dan atas undangan Panitia kepada

reformasi.

4, Langkah-langkah pengamanan
pemilihan umum dan sidang
umum. MPR pada era reformasi,
serta peran serta segenap
komponen bangsa dalam
mewujudkannya. g
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AKST KEKERASAN DALAM
UNIUK RASA e

ang dlmaksud}\an dengan aksi
kekerasan adalah tindakan melawan
hukum, yang dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang
untuk memaksakan kehendaknya
kepada pihak lain secara tidak sah.
Aksi kekerasan“ini dilakukan
biasanya oleh pelanggar hukum
{Kejahatan) untuk memudahkan’
perbuatannya. Pada dasawarsa
terakhir aksi-aksi kekerasan ini
dilakukan secara berkelompok,
kejahatan yang dilakukan secara
beramai-ramai lebih dari satu orang
bahkan sampai sepuluh atau dua
puluh orang (seperti perampokan,
pembajakan dan seabgainya).

.. Aksi kekerasan ini nampaknya
dinilai efektif untuk memaksakan
kehendaknya,
keamanan tiba dltempat kejadian.

Bahkan keefektifannya ini, akhirnya

“ditiru” oleh kelompok-kelompok

massa. yang ingin. menunjukkan. .
“kehebatannya” seperti kita lihat pada“

arak-arakan/pawai pada‘ waktu
kampanye Pemilu akhir-akhir ini (dua
atau tiga Pemilu terakhir). Begitu pula

Aksi kekerasap ini nampaknya
dinilai efektif untuk memaksakan
kebendakpya, sebelum aparat
keamanan tiba ditempat kejadian.

sebelum “aparat . diantaranya’

“ mahasiswa, 48 aksi diakhiri dengan

akst kekerasan ini berpengaruh kepada
para pengunjuk rasa baik oleh
karyawan perusahaan, kelompok-
kelompok masyarakat lain (seperti
petani, nelayan termasuk pemuda dan
mahasiswa). Dari makalah pengajak
yang mengutip penjelasan viabes Polr
sepanjang tahun 1998 telah terjadi
3.778 aksi unjuk rasa, dimana 1995
' dilakukan oleh

kerusuhan massal, menelan 12 orang

"menmggal dan 230 luka-laka

mahasiswa ]akarta tercatat sebanyak

434 Kkali.

MENGAPA HARUS UNJUK
RASA ?

Unjuk rasa adalah salah satu
bentuk dari penyampaian pendapat
dimuka umum vang dilindungi oleh
Undang-Undang nomor & tahun 1998,
Penyampaian pendapat dimuka
umunratau yang lebih dikenal dengan
kebebasan berbicara, dibenarkan

BULSAK, EDCISI NG. 515899




sepanjang tidak melanggar kebebasan
urang, tain (vang merupakan hak or-
ang-lain), dan- tidak melanggar
kepentingan umum. Ada rambu-
rambu-vang harus Dipatuhi, vaitu
Hukum-terlepas dari pendapat pro
dankonira terhadap Undanﬁ—Lndaﬂq
Nomor 9 tahun 1998, sejelekapapun
pandangan orang.ferhadap UU
Nomer Stahun 1998 itw, namun itulah
UU yang kita miliki-saat.ini.dalam
mengatur }\&.bt’ asan berblcam d;
negarta

Sebahl\nva akan mc_mancm z,
Kelompok Lam dem,an }\epmmngan__
vang ber beda unmzw mt,mmbu}}\an‘
LLrusuhm, a§«51 RL,}\Lraaan LG

MENGAPA HARUS DENGAN-.
AKSI KEKERASANT, »o0 7o

e -"'E-fékt_i'ﬁ tas ‘ddri-'-jbmw ggu'n'aan-fa'ksi\-'
kekerasanivany telah.terbukd dalam
aks1 akm un;ul\ rasa.belumnyva

: il cendeiung

manapun’

kemerdekaan - 513?8 b }’BT?S

berpendapat
ini ada

aturannya, 'ﬁekeraﬁan/%mdakaﬁ %ﬁeras, emosi T et

s7u L 456 sab'?
kelompok j

Merdeka 'Ja}?ab_b'y? ﬁﬁafab aparat {{ Dilain  pinal
.per;ggg}g bg}g@_m atay Peﬁyidik' aksi kekerasan

menyampaikan
pendapat, yang -

kewwangan mefagganaKan }\eiompolxmassd

1 Diulangi”,
dibeﬁkaﬁj '__..apalam da}am_

vang memiliki

temperamen
yvang - tinggi.

ini .- terjadi

harus dihargai.
oleh orang 1a1n, namun ke]ompck it

juga tidak boleh - mengganggu'
kemerdekaan orang lain, yang akan

bekerja di kantor, ke pasar ke tempat
sidang dan sebagainya di samping itu
mereka juga tldak boleh melan ggar
kepentingan umum, Undang-Undang
Nomor 9 tahun 1998 sudah mmvatm
dengan jalan-memberitahukan éuiu
kepada Pihak Kepolisian, kemudian
diatur (dinegosiasikan) bersama
pengamanannya. Ketidak teraturan
dalam berunjuk rasa, akan merupakan

potensi sumber dari aksi kekerasan. .

Maka akan sulit diharapkan dalam
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. karemna
*:erlzaamtmOr ‘oleh findakan pemgas
vang dinilai “tidak manusiawi” atan
dinilai melanggar “HAM”, sementara
it petugas pun ‘terpancing” oleh
tindakan-tindakan pengunjuk rasa,
misalnva dengan “mengejek”,
“menghina” bahkan melempari batu
sampai “Bom Molotov”. Ada pula
massa yang sudah membekali diri
dengan tongkat-tongkat panjang,.
sebagai tiang bendera atau tiang
spanduk vang dibawa pada saatnva
tonglat-tongkat tersebut akan berubah
menjadi fongkat pemukul, dimana
alat pernukul tersebut lebih panjang
dari alat pemukul petugas.




Kifa berplku' apablia hdak deﬁgaa aks&;

kekerasan unjuk rasa tidak didengar,
cara lain lebib: halus. dengan
membeﬁkan ultimaiem, atae dengap
stalemen ii...sayatidai beﬁanggang
5awab dap sebagamya ' :

. Slapa :'-f}’éng-
kKewenangan menggunakan:

kekerasan/hndakan keras secara sah ?
Jawabnya adalah aparat penegak

hukum atan penyldlk Ha‘i ini

iertuanﬁ dalam:

- UU No. 8/81 tentang KUHAP, Pasal

5 (1) a 4 dan pasal 7 (1) j yaitu
mengadakan tindakan lain

menurut hukum yang be::tané,ngg '

jawab.

- UUNo. 2847 teritang Pokok—pokok
Kepalisian Negara R.I. pasal 16
hurufj, dan pasal 18 (1) dan (2).

- KUHP Pasal 48,49, 50 dan 51

- . Konvensi PBB vang membenarkan
“Law . Enforcement  Officer”
menggunakan senjala api dalam
keadaan vang tidak ada pilihan lain
{memalsa).

BAGAIMANA DENGAN ABRI

LAIN-NYA 7

- Dalam keadaan teriibsipi (nornial).
Polri dalam keadaan sangat
mendesak dan terpaksa untuk

3 ciibeﬁkan'

- kepentingan umum, dapat meminta
bantuan dan menggunakan unsur
ABRLEainnya (pasal 27 UU No. 28/
9. o P :

- Dalam keadaan darurat militer

(vang harus -‘disahkan “oleh
‘presiden)  ABRI ~ dapat -
memberlakukan ketentuan-
ketentuan darurat militer termasuk’

‘membatasi “Hak sipil serta
'pmtrgunaankc,kerasan o

wAPA KA-H.- -‘{_J NJUK RASA MESTIL

DENGAN KEKERASAN ?

. Jawabnya tidak perlu.

Tujuan unjuk rasa adaiah
menyampaikan pendapat, yang harus
didengar oleh sasaran unjuk rasa.
Kesalahan persepsi diantara kita
adalah karena kekhawatiran bahwa
suara yang disampaikan itu tidak
didengaroleh sasaran unjuk rasa. Kita
berpikir apabila tidak dengan aksi
kekerasan unjuk rasa tidak didengar,
cara lain lebih halus dengan,
memberikan ultimatum, atau dengan
statemen saya tidak
bertanggung jawab, dan sebagainya.

Dari kacamata polisi
mengeunakan aksi-aksi kekerasan ini,
tidak lepas kaitannyva dengan “Frame
Work” ancaman Kamtibmas vang
terdiri dari AF, PH, FKK.

Kerusuhan massal sebagal AF
{Ancaman Faktualy, bisa nienjadi mani-
fest apabila ada faktor penyebabniya
FEK (Faktor Korelatif Kriminologen)
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. ¥a axw tcrdapaf dalam sx-_g,gnap aspd\
. Kehldupan Masyarakat
_ (Ipoieksusbudhankam) R

FeitSaat-initdalam: kallan dcngan
- kégiatan périlaku dan sidang umun
" MPRiadalah faktor korélatif dibzdanw
Politik, FKK therhanifest menjadi AF

d;pmmudah dengan ‘adanva Police

Hazard (PH), vaitu lokasi/kondisi
rawanbaik berupa sarana btrkumpu]
SLertl desatuan-kesatuan-aksi;
. maupun Lokasi be-_rkumpu} {Unive ers

sitas Perguruan ngs;i) lokasi sasaran

(DPR/MPR, gedung- g,edun«_*
pum_amtahan dan sebagainya). -

Penindakan - “Represif - saJa

ttrhadap AF (unjuk rasa) tidak

menyelesaikan masalah, sepanjang
akar masalah vang mengendap dalam
FKK; belum terselesalkan dengan
fintas. Poln/AparatI\eamanan/Aparat
Gakkum,seyogyanya = menjadi
jembatan, bagi terselesaikannya akar
masalah’ dalam FEX tersebut. Dilain
pihak pengunjukrasa harus mau dan
mampu mematuhi Huakum yang
berlaku, tidak mau menangnva
sendiri. Pihak sasaran unjuk rasa harus
mau mendengarkan dan di “follow up

1", berdasarkan rambu-rambu hukum.

Disini:hukum fidak boleh dijadikan
alat kekuasaan, tetapi hukum harus
dijadikan Alat kontrol-kekuasaan
{politik) Semua pelaku. poiitik harus
ini te,ruL:}ud tentun\a t:dak ada
peluang lag 1ta,rhadap penggunaan
aksi kekerasan dalam unjuk rasa, baik
oleh mahasiswa maupun pihak-pihak
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- Apabila rambu-rambu hukum ini
chlan roar;-akan membuka peluang
bagi-masuknya pihak ketiga-vang
beltu]uan memperkeruh suasana

“sehingga:tujuan utama mahasiswa

sebagal penggerak reformasi men ;adl
burgmtr dari arah suzmla '

BAGAIMANA KESIAPAN POLRI
SAAT INi 7 - &3

Se]ann ini Pnlu bt,rlmdum,
dibahk “Tameng -ABRY, sehmgga
dalamy menghadapi keadaan rawan/
aksi kekerasan massa, menggunakan
kekuatan ~ABR] dan dibawsah
Komando ABRI {Kodam, Laksusda,
Bakorstanasda, TPHT Daerah, P4D
untuk -pemberantasan penye:-
lundupan, Bakorkamla dan lain-lain).

- Dengan posisi “terlindung” tadi,
seolah-olah Polri lupa akan tugas
pokoknya, yaitu sebagai pelindung
dan pengayvom masvarakat disamping
sebagai penegak hukum. Akibat dari
keadaan ini, kondisi kesiapan -Polri
menjadi melemah. Sementara itu
pimpinar ABRI tidak mau mengambit
resiko, sehingga pada setiap kesatuan
ABRI (terutana TNI-AD) disiapkan
pasukan PHH (Pengendali Huru
Hai a), sementara Poln dalam keadaan

“compang-camping”, conioh Polda
Kaltim punya 4 (empat) kompi
Brimob, vang dilengkapi dengan alat

PHH hanya 1 (satu) kompi, vang 3

{tiga} kompi lainnya seadanya {dari




rotan buatan Balikpapan).

“PRRM (Pasukan Penindak Rusuh
Massa} dikemas: daiam bingkai
membantu Polrt, dimana komandan
PPRM adalah -dari unsur Polri yaitu
Dankorbrimob.FPasukan-ini-adalah
pasukan pusat yang sewaktu-waktu
digunakan membantu Polda-Polda
yang memeriukan bantuan.

- ::Darigejarahkita bisa lihat; bahwa
pada awal kemerdekaan sain-satunva
kesatuan vang memiliki senjata adalah
Polisi Istimewa, vang saatini dikenal
dehzan sebutan Brimob. Polisi
istimewd inilah’ vang bersama‘sama
melawan Agresi Belanda, menumpas
pemberontakan-pemberontakan PRRI/
Permesta, DI/TI dan lain-lain.

Pada saat itu kedudukan Polri
selalu berpindah tangan, pe:mah
berdiri sendiri di bawah Perdana
Menteri, pernah dikepalai oleh
Menteri = Panglima Angkatan
Kepolisian, dirubah sebutannya
dengamn Pangak saja, vang pada
awalnya adalah KKN_ (Kepala
Képolisian Negara), dan saat ini
Kapoln. '

Sejak tahun 1961 berdasarkan [S18;
No. 131961, Pehd resmi masuk menjadi
ABRI, dengan harapan dapat lebih
maju, lebih sejahtera (PG ABRI ada
LPnya, sedangkan PGPS tidak).
Menyvangkut ixcsqahteréan ini “Brit-
ish Poh& memiliki gaji paling tinggl
di negara xtu dengan alaaan resiko
tnggi.

Seteiah sekian lama bersama

ABRI Polri mengalami pasang surut,
pernah: suatu saat Polri memiliki
kesatuan andalan sebagal kesatuan
pemukul (stricking force) yaitu
resimen pelopor (Menpor). d%p_zmpz_n
oleh Kol Pol: Anton Sudjarwo, tetapi
kemudian ada perintah. mengecilkan
Brimob, termasuk pembubaran
Menpor. o YRS =

Saat'ini - dimulai “sebelum
reformasi, ada pemikiran bahwa

Kamdagriakan' dikembalikan .

ditangani oleh Tolri dengan istilah
mengedapankan Pelrt-dalam
penanganan: kasus-kasus Kamdagri,
kebijaksanaan .ini menguat setelah
reformasi, termasuk sorotan terhadap
DOM.di Aceh, Irja dan. Timtim.
Kebutuhan akan kuantitas Polri yang
cukup, Siicking Force vang cukup
menjadi  mendesak  Brimob
dimekarkan dart 60 kompi menjadi 120
kompi. Dari segi manusia bisa
direkruf secara cepat, namun dari sisi
peralatan dan ~fasilitas (asrama, alat
komunikasi, -alat mobilitas dan
aldakhura} perlu alokasi dana vang.
cukup besar, sementara itu krismon
melanda perekonomian kita. Beberapa

Sejak tabup 1961 berdasarkap B4 Plo.
15/1961, Polri resmi masuk menjadi
ABRI, dengan barapan depai lebib maju,
lebib sejabtera (PG ABR! ada LPnya,
sedangkan PGPS tfidak). Menyangkut
kesejabteraanini "Brifish Policé memiliki
gaji paling tinggi di pegara itu, dengap
alasap resike tinggl.
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Kiat’ telahdilakukan 'sebefi'i
memperpanjang usia pensiuiy Bintara
dan Tamtama, membentuk pastikan

cadangan dengan'memobilisasi staf di
Polres,; Pelwil, Po]da dan: Mabcs Polri

" sertd sekolah-sekolah’ dan pusat-pusat.”

puud:dikan Polriy* menambah

-peralatan Dakhura produk daiani

- negeri- (Koperasi Brlmob) menambah

‘mobil-mobil:angkutan. pasukan dari

. kmdaram-l\endaraan bekas perang di

~Bosnia, retro v 1tt1n<z, tank tan}»\ TNI AD
- untukdijadikan . el

.Dephankam dan tanggal 1 Apnl 200{}_ '

Polri sudahmandiri: Pemapan kearah
inizsudah’ ch}akukan secara‘intensif ©
oleh Pokja Polri ‘vang: dlplmpm oieh

Abreﬁa I\apoln L . Hat

APABILA PISAH DARI AB' 1,

APA STATUSPOLRI? =~

Be_rdasar}\:m peﬂ]elasan Lm"mg-
bnc%anvf No. 28 797 pasal 5 (1)

__j-v\ ﬁaupz,m 111empa}<an unsur Angkatan

_Bersc:n]ata_

kendaraan. '
pengendalian
huru hara; d;n
meminta
bantuan ABRI
lainnyaa;
disamping’
menggalakkan
Pamswakarsa

Rptil 2

’Tﬁﬁggai 1 @apﬂl é@% %E
/Tepas dari ABR] ﬁ?a&zk &
@wb&néﬁam, dan %angga] 1
560 Polii sudah
wandid.

- Repub]:k Indo-.
- 'nesla, I\epohsmn'
N ez a‘zia
5-'Re}3ubhk Indo-
nesia  Bukan
U Militer. Belum
berplsah sa;q
fuodl
d_ inyata k an.

b 4 oS
lingkungan
masing-masing. .

RENCANA ~  PEMISAHAN
KEDUDUKANPOLRI

“Di negara manapun di dunia ini
tidak adaaparat kepolisian disatukan
dengan - angkatan ‘perangnya.
Philipina sudah duluan melepaskan
Police dari Army. Tuntutan
masvarakat akan hal iniadalah sangat
tepat, namun pemisahan ini ‘tidak
dapat dilakukan secara mendadak
tetapi secara bertahap. Tanggal 1 April
1999 Polri lepas dari ABRI masuk di
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" ‘sebagai Bukan

= ©ot Militer, apaclagl
setelah berpisah dari' ABR], tentunya
Polri menjaci kesatuan sapﬂ yancr

d;persen}ai’ai :
AKS] DAN HARAPA_N
MAHASISWA SEBAGAI

PEMGGERAK KEKUA'}'AN PRO_
REFORMASI

Dari catatan sejarah, peranan
pemuda sudah diakui dan terbuzkdti
sebagai “agen perubahan” (Agent.of
Change).  Sejak .Sumpah Pemuda,
peran Pemuda menjelang Prokdamasi
17 - 81945, Tentara Pelajar, permulaan
Orde Baru, dan permulaan Orde
Reformasi. Kemurnian aksi mahasiswa




harus--“tetap - :dijaga . -dalam
menggulirkan reformasi. Namun
perlu diingat tujuan pendirian negara
kesatuanRI adalah membentuk negara
kesatuan RI vang demokratis dan
berdasarkan hukum. Dalam suatu
negara hukum, perbuatan segenap
pejabat negara “dan. mammmkat ha1 us
dilandaskan pada hukum begitu
pula kegiatan mahasiswa. da]am
mengontrol reformasi harus tetap
dalam bingkai hukum, Sebaliknyva
penegakan hukum yang baik apabila

hakum- tidak. di}adzkan fustifikast
keputusan politik, hukum harus_

dijadikan alat kontrol politik, hukum

harus dijadikan alat kontrol reformasi. -~ -
Dalam penyampaian pendapat di

muka umum mar kita sama-sama
ierspMn UL Mo, 898 mari kiia kawal
reormasi ini dengan kereta hukum,

vang berjalan dlaias rel hukum. Kareta . -
apl fidak bisa berjalan dengan baik .

apabila fidak berjalan diatas rel kereta.
Kersta yang keluar darivel namanya
kereja “anjlol” maju tidak bisa dan
mundur tidak bisa mart kitajaga kereta
hukum . kita dalam mengawai
reformasi jangan menjadi “kereta
anjlok” itikad baik dari mahasiswa
dan aparat kepolisian vang persuasip,
preemiif serta prefeniif lebih
diperlukan daripada yang represif,

LANGEAH PENCGAMANAN

PEMILU © DAN SIDANG
UMUM MPR DI ERA

REFORMASL

. :Beberapa permasalahan vang
merupakan FKK bagi timbulnya aksi
kekerasan {AF) «dalam pengamanan
Pemilu.dan Sidang Umum MPR
mendatang,_ ..+ sebagaimana
dikemukakan oleh para pakar dalam
Mass Media akhu ini adalai 1 antara
Jain : '

1. -Jumlah Parpnl rang banyvak
‘terdaftar secara sah sabam'ak 48
parpol, mLWrundanﬂ‘ keraw anan

-.ankara lain : i

wm--Penentuan. vang bol Lh ikut
Pemilu (hasil verifikasi Team 1),
V- Pernvataan-pernyataan
pimpinan  parpol yang
mengomentari parpol lain.
- ‘Bisakah parpol menerima
. kekalahan-kekalahan dikaitkan
“dengan “dana siluman” vang
dilsyukan telah diterima oleh
parpol tertentu (AM Fatwa,
Republika 24 Februari 1999},
Kegiatan Elit Politik, vang selalu
tampil dengan slogan-siogan
membela rakyat kecil, namun
dalam kenvataanm*“ untuk
merebut kekuasaan meréka
mendiptakan kenbutan yang justiu
membuat masyarakat kecil semakin
susah. (Dra, Siﬁ Hartati Murdaya,
Suara Raryva, 24 Februari 1999)
Panitia E“erszapam Pembentukan
Komite Pemilihan Umum (P3
KPU) mengandung kerawanan
aniara lain

[~2

I

- Kerja Team” apakah sesual
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jadwal, dalam melakul\an
copciverifikasico ol -
weCalon. an,ggota hPU vang
. dikomentari® oh-_h beberapa
copihak et
- Sikap apnou dari- pi 1ak~p1hak
! tertentuterhadap, Panitia.:"
4. “‘Masalah Dwi fungsi ABRIL puan
' Sospol ABRI, citnfran jumlah 38
Clekursidoldarg DP_R -masih

dipermaﬁlahkan (Mulvéha W
' '--_-:---E\usumc., Kompus, 26 Pebman A

#21998).5 :

3."'Pencalonan preblden dan wakil

“'presiden, serta upava upaya
menggagalkannya. -

6. Kecurangan Pem]lu, Money Poli-

tics,
penggunaan JPS.

7. Ada kelompokk yanb ba—.lum_
menerima Penulu 1999,

Dan lain-lain vang dapat i‘neﬁjadi |

fakior penyulut bagi fimbulnya aksi
kekerasan/kerusuhan
pelaksanaan Pemilu.
Lambang Triyono (Dosen Fisipol
Ugama, Republika, 25 Pebruari 1999)
mengidentifika-sikan 3 (tiga)
kesenjangan vang dapat memicu
timbulnya kerusuhan vaifu
1. Kegagalan orde baru membangun
masyarakat madani yang kokoh,
menimbulkan kondisi struktural

masyarakat ‘Hpi] yang porak.

N poranda penuh “ranjau-ranjau
- politik”; akibat: politik “Adu
- domba”, kesen}angan struktural
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termasuk kecurlgaan

dalam

©dan ptrtentangan i;ersnmbunv]
antarsuku, agama, 1as. dan-kelas
wkaya.miskin,: politik, -ekonomi
-monopoli dan konglomerasi yang
: '_sangaf rawan _sebavai :potensi
- -:-konfhk B e
2 “Pemilu 1999 seb agai "Pemilu
*“Darurat” sebagai revisi Kegagalan
-'Pum]u 1997, dipersiapkan hanya
- 2+{duaj tahun,~dengan tuntutan
.-:pu,rombalxan politik Orde Baruy,
Ceyang memerlukan® kmnampuan.__
'-'-'.:-akomodam sehingga . tidak

Cmenimbulkan kekecewaan sosial

(Defrivasi Relative), vaitu potensial
menimbulkan partisipasi polifik
diluar 'kerangka politik vang
ditentukan, vang risa
menimbulkan gejolak polztzk

Pergeseran elite politik ekonomi
sosial yang belum jelas arah
- konfigurasinva. Rentan terhadap
kegiatan penggantian elif politik
sosial ekonomi, yang- dapat
mempengaruhi dinamika politik
nasional, vang menvulitkan
pembentukan format
penvelenggaraan Pemilu, vang
mampu mengakomaodir kekuatan-
kekuatan politik vang ada.

Ketiga kesenjangan ini membuka
peluang bagi "Kelompok Kecewa”,
anti reformasi, yang menjadikan
perilaku sebagai ajang konflik dan
arena kekerasan politik.

j42]

- Kiat mengatas1 kesen;angan i,
oleh Lambang Trijono dikemukakan
sebagai berikut:




1. Prinsip penvelenggaraan Pemilu
1999 adalah prinsip politik tanpa

kekerasan; - dimana kegiatan
politik -~ ‘praktis - ~mengejar

kepentingan politik dilakukan
tanpa harus dengan kekerasan
perlu kreativitas pemecahan
konflik tanpa menggunakan
kekerasan, '

f~

Meminimalisasikan terjadinya
kekerasan pada setiap Tahap
Pemilu 1999, yang memiliki-wajah
ganda, disatu pihak sebagai mo-
mentum partisipasi politik rakyat,
dilain pihak sebagai momentum
mobilisasi massa dalamkampanve
perilake untuk "unjuk kekuatan”,
bukan untuk kualitas gagasan
politik. Perlu  minimalisasi
penggunaan kampanye dengan
mobilisast massa.

Periu melembagakan konflik disatu
sisi, dan meminirmasi kekerasan di
lain sisi kekerasan timbul sebagai
akibat konflik vyang tidak
terselesaikan dengan baik.

9%}

‘Peran serta segenap komponen
bangsa :
1. Mari kita ciptakan suasana sejuk
dalam penyelenggaraan Femilu
1699 dan sidang umum MPR 1993,
Kita kelola konflik vang terjadi
melalui musyawarah dan mufakat
vanyg berlandaskan hukum.

3 Kita belajar memaiuhi hukum
sekecil apapun sanksinya dalam
masyarakat sehingga tercipta
budaya hukum dalam kehidupan

o

sehari-hari.

4. Kita utamakan tindakan persuasif,
preemtive dan preverntif dalam
upava pengamanan Pemilu dan
sidang umum MPR 1999, Upava
refresif sebagai upaya terakhir.

5 jaga persatuan dan kesatuan
bangsa untuk kejavaan negara
kesatzan RIL . : .

* Secara oprasional Polri sudah
menyiapkan rencana pengamanan
Pemily; dengan melibatkan segenap
komponen bangsa, sesuai bidang frigas
masing-masing. Mari bersama-sama
kita sukseskan Pemilu dan Sidang
Hmum MPR 1859,

Demikian pandangan kami
tentang mewaspadai aksi kekerasan
dalarn unjuk rasa mahasiswa Jakarta
menjelang Pemilu dan Sidang Umum
MPE 1999 mendatang,

Semoga berguna dan selamat
berdialog.

Wabilahi Taufik Walhidayah
Wasalamu Alaikum Warakhmatulahi
Wabarakatuh,

Jakarta, Maret 1999
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